
ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implikasi Fungsionalisasi Jabatan Penqawas Sekolah
terhadap Pola Pengembangan Pengawas Sekolah TK, SD SDLB di p'opinsi
XwaTWko^T^ Pen9e,0,aan Pen—Tan1
Jawa Barat ' d' l,n9kun9an Kanwil Depdikbud Propinsi

Penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan salah satu aspek penting dalam
adm.nistras. pendidikan, yakni pengawasan pendidikan yang menjadi salah sa\u
faktor penentu untuk mewujudkan efisiensi dan efektiS penge^aan
pendidikan pada tataran sekolah. Kebijakan fungsionalisasi jabatan pengawas
sekolah merupakan upaya profesionalisasi pengawas sekolah sebagai Sat
pelaksana pengawasan pendidikan. Karena itu fokus peneHtL in? dlarahkanpada permasalahan pokok: Bagaimana implikasi kebijakan fungsSS
?18a/T9VT9hWHaS Sek,°,ah me,alui imP,ementasi Keputusan Menp^Nomo118/1996 terhadap pola pengembangan pengawas sekolah sebaqai uoava
SaraS 93WaS Sek°lah TK' SD' SDLB yang P^siona. dfProphsl
Landasan teoritik sebagai upaya pemahaman terhadap masalah yanq diteliti
SS^u1""^ k6ilmUan' meliPuti:<1) Fungsi dan Peran Pengawas
"erta n^Tint anajeHenoMUtU TerpadU Dalam Praktik Pengawasan SekJah>erta (3) Tantangan dan Perspektif Pengawasan Pendidikan.

2^^?"dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis -
Pnnln m^V PJ memahami masalah yang diteliti dilakukan eksplorasiiengan melakukan komun.kas. yang intensif dengan sumber data secara
rfSSt,n 'h5^^^ Pene'itian yanS Utama adalah Pe^ffi wrS?('Snstrument) dengan menggunakan teknik dan alat pengumpul data yana
liperlukan sesua. dengan sifat data yang dikumpulkan. Tahap penelttan tert"ri
jtas tahap or,entasi(o^w), tahap eksplorasi terfokus(focLS exploral^
an tahap member check'. Sumber data menggunakan sampel purpos f
SSS^(SSSSS' ^T^T ^ ^ diper°leh dihimPUn iSST (fieldnotes)- Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan
at"? H.n73 contenJ^alyS''S'' me,alui unitisasi • kategorisasi dan deskripsiata dengan memperhatikan hubungan di antara unit dan kategori data.

lasil penelitian mengungkapkan bahwa pola pengembangan pengawas sekolah
K, SD SDLB di Propinsi Jawa Barat baik sebelum maupun sesudah
.berlakukannya kebijakan fungsionalisasi jabatan pengawas sekolah tidak
itetapkan dalam bentuk kebijakan khusus oleh Kepala Kanwil DeDdikbud
ulairikan dilaksanakan oleh bagian dan bidang terkait sebagai aplfasi dari
fT^^Ln*r\6T f-gsi masing-masing bagian d'alamTeSntuanang telah ditetapkan. Perbedaan mendasar dalam pelaksanaan pengembangan
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Dengan kondisi faktual pengawas sekolah TK, SD, SDLB di Propinsi Jawa Barat
dewasa ,n, yang secara kuantitatif maupun kua itatif kuLg memada? maka
upaya profesionalisasi pengawas sekolah TK, SD, SDLB dTprolsTjawa Barat
masih perlu dikembangkan lebih lanjut secara lebih^ terk^Snasi dan Ibfh
^^SX^^ yan9 berta^ungjawa^meiaiui kegiatan pengembangan kemampuan profesional yanq inisiatif kreatif
^tTnatli 3?ar tmgkat keter9antungan pelaksanaan pengembangan padadiklat yang d.selenggarakan proyek secara bertahap dapat dikuranqi P

Has.1 anahs.3 posisi mengenai tahap implementasi kebi^kanTabatan fungsional
sengawas sekolah mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktoS
Sa'rdS SDM3?: ^ ^^**** ^^^^^ZZ>tandardisasi SDM pengawas sekolah TK, SD SDLB sesuai ketentuan iihitanungsional pengawas sekolah dalam perspektifda^SSJS^r^S
edfn'tan" ff^Sl^ "^ « «"** and ^^SSSS?sedangkan, faktor dominan yang menjadi kelemahan dan meniadi tantanaan

mtuk keberhas.lan pelaksanaannya, disebabkan kaSJ^ kondis^i faS
>engawas sekolah baik secara kuantitatif maupun kuaLtif serta beum
neratanya sosialisasi mengenai ketentuan tersebut Disamping itu penvebab
mnya karena, tidak adanya stimulan berupa kesejahtlSan yanq se^mbanalengan be.um d.ber.akukannya ketentuan tunjangan jabatar^l7o?^al'

jelanjutnya, penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebaqai berikuf m
^V3h^-!ffi? PAn9embangan yang d**S£ o'eh Kepa i.antor Wilayah Depdikbud (Depdiknas) pada tataran propinsi vana disusnn
ersama-sama oleh bagian dan bidang terkait, mengacu pada ketenlanSan
ingsional pengawas sekolah, dan dapat diberlakukanad^ masa transtilenjelang pelaksanaan otonomi daerah;(2) P^unya pe^^pSZ'
3? fT" yang 3ktUal dengan me^Perhatikan prinsip» danTngtehSSSShanZmTalu^r T^' Untuk Pen9en*angan p'ersonil dalam onfekslanajemen sumber daya manusia;(3) Perlunya perumusan mortal
angembangan kemampuan profesional pengawas seko'ah TK SD ToLB yanq
Brtumpu pada tataran kabupaten/kotamadya dengan fokus utama oaSa
3mberdayaan pengawas sekolah baik secara individual maupun ketomook
jrte rancangan model eva.uasi dan tindak lanjutnya sebagai upaya perbXnogram yang terus menerus('quality control circle). Perba.kan
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ABSTRACT

"The implications of the implementation of 'Keputusan Menpan No118/199&

management of education, and the superintendents are in a ve^ st ateoic
r^gem^^^ °f " manage-nt, »S

thine?inth/^nf f retsourfs+manaSement (PHRM) is the most important
Itul ?« rt IL of funct.onal.zat.on of the superintendents. So the focus of this
lul Vhe ,mP|,cat,ons of the implementation of the policy towards thedevelopment, especially the training and development of pn^L^sSool's
superintendents done by the officials of Kanwil Depdikbud Tn WesTjL Akiv
subject of the efforts that must be noticed is the real and latest conditionof
^^r'T18 f ,a SUbjeCt °f the development, that is all of the bacCunds 0.hem (educational, latest duty and places where they work). DacK9rounas ot

ntL!!"dy KUS6d "aturalistic inciuiry. The researcher collected data throuohnterv.ew, observation, and document for which she was the key instrument To
t^^H^6 *"? ?°"eCted' She emP'°yed 'fie|dnotes'. And to ana^Hhem>he used the constant comparative method with content anlysis.

The study indicates that the existing development programs has not been
eveloped in the right way, according to the concept of "Human Resources and
Development' management. There are no much difference Z^rtS^of
CtSrT^ implementation ofT^KetS fa 118m^)- The real condition of superintendents in primary schoolsWest Java nowadays, both quantitatively and qualitatively, is not salfactory
/lost superintendents should enhance their education, and many of them do not
ecaeu e6 oTtnt? VTV^^t' eSpeda"y in «"atn^ wp^rjecause of their latest duty. Whereas, the performance standard of
XmTftn KepMe"Pan "0.118/1996 assumes as a^sufficientstandard
nnt^oAh d2 Xhei[ JC?b 3S the 'quaiity auditor and baching controller' in theontext of the decentralization in educational management policy.

he outcome of this study gives some recommendations^) As the main
Jsponsibil,ty in developing the superintendents is the officios in KandepD^bud
loltn/rKOtradYa, the Pr°gramS deve,°Ped bv the «Tf KanwHepdikbud can be used as a reference for them. The programs should be pu
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into effect in the transitional period before the decentralization policy is put fully
into effect in year of 2001; (2) The officials of Kanwil Depdikbud in West Java
who also have a responsibility in developing the program of functionalization
superintendents nowadays, must rearrange the programs in a sinergic way
among all sections who have the same responsibility. In developing the
programs, firstly they should do preliminery steps in training and development as
Werther and Davis say (1996). The step can be done through some activities
They should evaluate the programs done before, analyze the superintendents
performance standard in Kep. Menpan No. 118/1996, and consider the
conditions of the superintendents which includes both quantitative and qualitative
way. All aspects mentioned above will determine the success of the training and
development; and (3) They also should develop the evaluation and follow up
programs, based on the criteria of the success of the developing programs.
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